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TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

bahwa sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setiap warga Negara
Indonesia berhak untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan
hidup yang baik;

bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan limbah yang
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
sesuai dengan potensi yang ada termasuk masyarakat dan dunia usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan
Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun, 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung
Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Dairi
dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan
Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18
(Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat, dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem
Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802); .
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum Dan Sanitagj (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
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Memperhatikan: 1.

Menetapkan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang
Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Permukiman:.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1815);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sampai Tahun 2031 (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 171/
3749 /Kep-DPRD/2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan;

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 31 Oktober
2016.

Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan Tentang Penggelolaan Air Limbah Domestik
Tanggal 26 Oktober 2016.

Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang disampaikan pada

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Tanggal 26 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

Walikota Medan

Pimpinan DPRD Kota Medan

Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

. Sekretaris DPRD Kota Medan

10. Pertinggal

PN YU AW

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah Kota
Medan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ini.

Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya
memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan dan seterusnya ditindak lanjuti sesuai dengan
Peraturan yang berlaku. .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9T November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,
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HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH



